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b bahwa sebagai penjabaran dari Peraturan Daerah Kota 
Bandung Nomor 02 Tahun 19 tentang Ren ana etail 
Tata Ruang Kota (RDTRK) K ta Bandung khusu nya 
untuk kawasan pusat kota dipandang perlu ditindak 
lanjuti dengan Rencana Pengembangan dan Penataan lnti 
Pusat Kota. 

Mei1UJ0mblang : a. bahwa pengembangan dan p nataan \J a an lnti 
Pusat Kota pada hakikatn a merupakan upa a 
menampilkan wajah Kota Bandun suai funusi dan 
budaya masyarakatnya yang terpadu d ngan p nataan 
Kota Bandung secara utuh; 
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12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang 
Koordinasi Kegiatan lnstansi Vertikal di Daerah 
(Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 3373); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 tentang 
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II 
Bandung dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung 
(Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 34, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 3373); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tabun 1953 tentang 
Penguasaan Tanah-tanah Negara (Lernbaran Negara Tahun 
1953 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
362); 

6. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan 
Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501 ); 

7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang 
Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 
1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
3699); 

8. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 
Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839); 

9. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 
1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
3851); 
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20 Peraturan Kota Bandung Nomor 06 Tahun 1995 tentang 
Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan di wilayah 
Kotamadya Daerah Tingkat 11 Bandung; 

19 Peraturan Daerah Kotamadya Daerah ingkat l1 
Bandung Nomor 2 Tahun 1992 tentang Ren ana mum 
Tata Ruang Kota (RUTRK) Kotamad a Daerah 
Tingkat Il Bandung Tahun I 99l- .... 001, 

18. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat ll 
Bandung Nomor 10 tahun 1989 tentang Bata Wil ah 
Kotamadya Dawerah Tingkat II Bandung: 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 650-658 
Tahun 1985 tentang Keterbukaan Rencana Kota Untuk 
Umum; 

16 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1987 
tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota 

14. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1992 tentang 
Pengelolaan Kawasan Lindung, 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor I Tahun 1987 
tentang Penyerahan Prasarana Lingkun an Utilita 
Umum dan Fasilitas Sosial Perumahan kepada 
Pemerintah Daerah; 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang 
Pelaksanaan Hak dan Kewajiban serta Bentuk dan Tata 
Cara Peran Sert.a Masyarakat dalam Penataan Ruang 
(Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor I 04, Tarnbahan 
Lembaran Negara Nomor 3660), 
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Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan 

Pasal 1 

KETENTUAN UMUM 

BAB I 

PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG TENT ANG 
PENGEMBANGAN DAN PENATAAN KAWASAN 
INTI PUSAT KOTA. 

Menetapkan 

MEMUTUSKAN : 

DEWANPERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDUNG 

Dengan Persetujuan 

Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota 
Bandung Nomar 21 Tahun 2000 tentang Persetujuan 
Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Menjadi 
Peraturan Daerah tentang Pengembangan dan Penataan 
Kawasan Inti Pusat Kota. 

perhatikan 

23. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 5 Tahun 2000 
tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kota Bandung 
Tahun 2000 - 2004; 

21. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat TI Bandung 
Nomor 02 Tahun 1996 tentang Rencana Detail Tata Ruang 
Kata (RDTRK) Katamadya Daerah Tingkat Il Bandung; 

22. Peraturan Daerah Kata Bandung Nomor 01 Tahun 2000 
tentang Tata Cara Pembuatan, Perubahan, Pencabutan dan 
Pengundangan Peraturan Daerah; 
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Tujuan Pengembangan dan Penataan Inti Pusat Kota 
adalah · 

Tujuan 

Bagran Pertarna 

TUJUAN DAN F GSI 

BAB II 

g. Zona adalah suatu ruang lahan dengan fun 1s1 khusus, 

f Kawasan adaJah suatu wilayah ang antara bagian 
bagiannya terdapat hubungan tertentu dengan funa 1 

utama perlindungan dan budidaya, 

e. Inti Pusat Kota adalah Kawasan yang mehputi Mesjid 
Agung, alun-alun dan Lingkungan ekrtarnv a. 

a. Daerah adalah Kota Bandung, 

b. Pemerintahan Daerah adaJah Pemerintah Kota 
Bandung; 

c. Walikota adalah Walikota Bandung, 

d. Wilayah adaJah ruang yang merupakan kesatuan 
geografis beserta segenap unsure terkait padan a ang 
batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan a pek 
administrative dan atau aspek fungsionaL 

PasaJ 2 
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c. Sebagai landasan pokok bogi Pernerintah dal m pr c; 
pemberian perijinan pembangunan 

b. Sebagai ketentuan p netapan fung i rut , p n tap n 
lokasi berbagai kegiatan n l bih t rinci d n t mu ng 
pada peta rencana pengembangan k w s n Inti Pu' t oia 

a. Sebagai instrumen pengendalian pembangun n b gi 
Pemerintah Daerah, maupun ma ar l t, 

Fungsi Pengembangan dan Penataan Inti Pusat K t a lah · 

Pasal 3 

Fungsi 

Bagian Kedua 

. Menciptakan lingkungan perkotaan ang nyarnan, indah, 
bersih tentram serta serasi antara lingkungan alam clan 
lingkungan binaan pada kawasan Inti Pusat Kota melalui 
tertib pemanfaatan ruang dan tertib bangunan, 

b. Menyusun, mengatur, mengarahkan dan mengar usipasi 
perkembangan di Kawasan lnti Pusat Kora agar citra dan 
lrualitas visual kawasan menjadi lebih baik, 

c. Menciptakan nuansa budaya daerah 
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(2) Kawasan Penataan Mesjid Agung dan Alun-alun 
ditetapkan dengan batas 

• Sebelah Utara Jalan Asia Afrika 

• Sebelah Selatau Jalan Dalem Kaum 

• Sebelah Baral Jalan Pasar Kota Kembang/ 
Gg Kaum 

• Sebelah Timur Jalan Alun-alun Timur 

( 1) Kawasan Inti Pusat Kota ditetapkan dengan batas 

• Sebelah Utara Jalan ABC 

• Sebelah Selatan Jalan Kautamaan lsteri 

• Sebelah Barat Jalan Otoiskandardinata 

• Sebelah Timur Jalan Lengkong Besar 

Pasal 5 

(2) Revisi Pengembangan dan Penataan Kawasan Inti Pusat 
Kota apabila dipandang perlu dapat dilakukan setiap 5 
(lima) tahun sekali dengan prins ip pembangunan 
berkelanjutan 

( 1) Kawasan Inti Pusat Kota adalah Zona Inti Pusat Kota 
Bandung. 

Pasal 4 

BAB Ill 

PENGEMBANGAN DAN PENAT AM 
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Rumusan gembangan dan P nataan Kawasan Inti Pusat 
Kot adalah agaimana tertuang dalarn lampiran yang 
merupakan bagian tidak t rpisahkan dari Peratut an Dacrah ini 

Pasal 7 
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Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan 
Daerah ini, dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku 

Pasal 10 

KETENTUAN SANKSl 

BAB V 

Pembiayaan dalam pelaksanaan pengembangan dan 
penataan Kawasan Inti Pusat Kota bersumber dari APBD 
dan sumber-sumber lain yang sah serta sesuai ketentuan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku 

Pasal 9 

P ng mbangan 
di laksa nakan 

clan P nataan Kawasan Inti Pusat Kota 
secara bertahap dan sctiap tahap 

dicantumkan dalam Rencana 
Tahunan Da rah ( PET ADA) erta 
Anggaran Pendapatan dan Belanja 

pr ncanaannya 
P mbangunan Lima 
dijabarkan melalui 
Daerah (APBD) 

BAB IV 

Pl· AK 'ANAAN REN ANA 

Pa al 8 

f 
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LEMBARAN DAERAH KOT A BANDUNG T AHUN 2000 NO MOR 10 

Pembina 
Nip 480 069 798 

AA TARMANA 

WALIKOTA l)ANDUNG, 

Ttd. 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya 
dalam Lernbaran Daerah Kota Bandung. 

Ditetapkan di Bandung. 
pada tanggal 31 Oktober 2000 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. 

Pasal 12 

Hal-hal yang belum mencakup diatur dalam Peraturan Daerah 
ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih 
lanjut oleh W alikota, 

Pasal 11 

BAB V1 

KETENTUAN PENUTUP 
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